
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  72  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  

TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-

2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 beserta perubahannya 

dan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2020; 
 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Rencana Strategis Pemerintah Daerah dirumuskan ke 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ditetapkan 

Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976               

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 3373); 

 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006                

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional                   

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2020; 

 

 



21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Demak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); 

27. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Rencana Strategis Tahun 2016 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016            

Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48            

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana 

Strategis Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 48); 

28. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2019 Nomor 50); 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020. 

 

 

Pasal 1 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak        

Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai 

penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak      

Tahun 2020. 

 

 

Pasal 2 

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2020 terdiri dari: 

 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang 

Renja PD, proses penyusunan Renja PD, 

keterkaitan antara Renja PD dengan 

dokumen RKPD, Renstra Perangkat 

Daerah. 

 

b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

   Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 

dan capaian Renstra PD, yang memuat 

kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-

2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 

berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra PD berdasarkan 

realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja PD tahun-tahun 

sebelumnya. 

Analisis kinerja pelayanan PD, berisikan 

kajian terhadap capaian kinerja pelayanan 

PD berdasarkan indikator kinerja yang 

sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, 

maupun terhadap IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2008. 

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 

fungsi PD, berisikan uraian mengenai: 

sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD 



dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan PD, permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, 

dampaknya terhadap pencapaian visi dan 

misi kepala daerah, terhadap capaian 

program nasional (NSPK, SPM, SDGs) 

tantangan dan peluang dalam 

meningkatkan pelayanan PD, formulasi 

isu-isu penting berupa rekomendasi dan 

catatan yang strategis untuk ditinda 

klanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang 

direncanakan. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2020, berisikan uraian mengenai: proses 

yang dilakukan yaitu membandingkan 

antara rancangan awal RKPD dengan hasil 

analisis kebutuhan, penjelasan mengenai 

alasan proses tersebut dilakukan, 

penjelasan temuan-temuan setelah proses 

tersebut dan catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, 

lampiran tabel review terhadap Rancangan 

Awal RKPD tahun 2020. 

Penelaahan usulan program dan kegiatan 

masyarakat, diuraikan hasil kajian 

terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, 

baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD 

kabupaten yang langsung ditujukan 

kepada PD Provinsi maupun berdasarkan 

hasil pengumpulan informasi PD provinsi 

dari penelitian lapangan dan pengamatan 

pelaksanaan musrenbang kabupaten. 

 

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 

DAERAH 

   Berisikan telaahan terhadap kebijakan 

nasional, menyangkut arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.  

Tujuan dan sasaran Renja PD, perumusan 

tujuan dan sasaran didasarkan atas 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan 

sasaran target kinerja Renstra PD. 



Program dan kegiatan, berisikan 

penjelasan mengenai: faktor-faktor yang 

menjadi bahan petimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan dan uraian 

garis besar mengenai rekapitulasi program 

dan kegiatan meliputi: jumlah program dan 

jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi 

program dan kegiatan, total kebutuhan 

dana/pagu indikatif yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya, penjelasan jika 

rumusan program dan kegiatan tidak 

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik 

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, 

maupun kombinasi keduanya, dan tabel 

rencana program dan kegiatan 

berdasarkan hasil rumusan rencana 

program dan kegiatan PD tahun 2020 dan 

prakiraan maju tahun 2021. 

 

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

   Memuat rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif perangkat daerah 

tahun 2020. 

 

e. BAB V : PENUTUP 

   Berisikan uraian penutup, berupa: catatan 

penting yang perlu mendapat perhatian, 

baik dalam rangka pelaksanaannya 

maupun apabila ketersediaan anggaran 

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-

kaidah pelaksanaan, rencana tindak 

lanjut. Pada bagian lembar terakhir 

dicantumkan tempat dan tanggal 

dokumen, nama PD dan nama dan tanda 

tangan kepala PD, serta cap pemerintah 

daerah yang bersangkutan. 

 

 

 

Pasal 3 

Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

 

 

 

 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

            Ditetapkan di Demak 

            pada tanggal 18 September 2019 

    BUPATI DEMAK, 

 

             TTD 

 

    HM. NATSIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BAPPEDA 

LITBANG 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 19 September 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 72 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 72 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2020 

 

URAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2020 

 

 

A. SEKRETARIAT DAERAH  

B. SEKRETARIAT DPRD 

C. INSPEKTORAT 

D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

E. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

F. DINAS PARIWISATA 

G. DINAS KESEHATAN 

H. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

I. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

J. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

K. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

L. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

M. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

N. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

P. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Q. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

R. DINAS PERHUBUNGAN 

S. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

T. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 

U. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

V. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

W. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

X. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

Y. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Z. KECAMATAN MRANGGEN 

AA. KECAMATAN KARANGAWEN 

BB. KECAMATAN GUNTUR 

CC. KECAMATAN SAYUNG 

DD. KECAMATAN KARANGTENGAH 

EE. KECAMATAN WONOSALAM 

FF. KECAMATAN DEMPET 

GG. KECAMATAN GAJAH 

HH. KECAMATAN KARANGANYAR 

II. KECAMATAN MIJEN 



JJ. KECAMATAN DEMAK 

KK. KECAMATAN BONANG 

LL. KECAMATAN WEDUNG 

MM. KECAMATAN KEBONAGUNG 

NN. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

OO. KANTOR KESBANGPOLINMAS 

PP. RSUD SUNAN KALIJAGA 

 

 

 

 

  BUPATI DEMAK, 

 

                   TTD 

 

  HM. NATSIR 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BAPPEDA 

LITBANG 

 


